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MOTTO 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain, 

dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 

(Qs. Al-Insyiroh ayat 6-8) 

 

“Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta 

tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas”.  

(HR. Muslim) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang pelaksanaan 

pemberian bantuan hukum non litigasi dan kendala yang dihadapi dalam 

pendampingan penyelesaian perkara non litigasi. Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang 

bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yakni hasil 

wawancara dengan pihak-pihak yang berakitan dan data sekunder berupa 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dengan 

studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode 

analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yuridis 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi yaitu berdasarkan pada: 

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang didalamnya 

adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum,  

(2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.49 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Umum, (4) UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (5) UU RI No. 51 Tahun 2009 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (6) Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan (7) UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, kendala yang dihadapi 

dalam pendampingan penyelesaian perkara non litigasi antara lain: (1) 

Kekurangtahuan masyarakat tentang masalah hukum yang menimpanya, (2) 

Sumber daya manusia yang masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan 

(3) Anggaran pembiayaan yang belum memadai. 

 

Kata kunci: lembaga bantuan hukum, non-ligitasi, masyarakat miskin 

 

mailto:hendrasepta99@gmail.com


 

viii 

ABSTRACT 

 

 

The study aims to determine the juridical review of the implementation of non-

litigation legal assistance and the constraints faced in mentoring non litigation 

settlements. The method of approach used in this research is a descriptive method 

of empirical approaches. The data source used is primary data, which is the result 

of interviews with the related parties and secondary data in the form of prevailing 

laws and regulations. Data collection techniques with literature studies and 

interviews. Data analysis methods use qualitative data analysis methods. The 

results show that the juridical basis for the implementation of non-litigation legal 

assistance is based on: (1) The Law of the Republic of Indonesia No. 16, 2011 

about legal aid for the recipient of legal assistance in which it is a person or group 

of poor people who face legal issues, (2) The Law of the Republic of Indonesia 

No. 48 year 2009 on Judicial authority, (3) Law of the Republic of Indonesia No. 

49 Year 2009 on General Court, (4) Law RI No. 50 year 2009 on Second 

Amendment to LAW No. 7 year 1989 on religious Justice, ( 5) ACT No. 51 year 

2009 About State Administration Judiciary, (6) Law of the Republic of Indonesia 

No. 18 year 2003 on Advocate, and (7) Law No. 8 year 1981 on the Code of 

Criminal proceedings. Furthermore, the constraints faced in mentoring non-

litigation solutions include: (1) The Kekurangtahuan of society on the legal issues 

that override it, (2) Human resources are still lacking, both quality and quantity, 

and (3) Insufficient financing budget. 

 

Keywords: Legal aid agencies, non-ligitation, poor people 
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Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat 

sarjana hukum dan sarjana syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu 
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